
 

 

 

BUPATI BANGKA BARAT 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

 

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT 

NOMOR       29    TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

TATALAKSANA SISTEM KOORDINASI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

KEAMANAN PANGAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA BARAT,  

 Menimbang : a. bahwa pangan yang bermutu dan aman merupakan syarat penting yang 

harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua 

masyarakat Indonesia karena itu sistem koordinasi yang kuat sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan 

pangan; 

 

  b. bahwa untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi 

masyarakat luas, perlu memadukan langkah-langkah strategis semua 

instansi terkait dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan keamanan 

pangan khususnya di Kabupaten Bangka Barat; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf  b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatalaksana 

Sistem Koordinasi Dalam Pembinaan dan Pengawasan Keamanan 

Pangan di Kabupaten Bangka Barat; 

 

 Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

 

  2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

 

  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat 

dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

4268); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 



 

18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5619) 

 

  5. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 227, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 

 

  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1990 tentang Label dan Iklan 

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 

 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004  tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan 

Barang dalam Pengawasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4402); 

 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu 

dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4424); 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan 

dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat  Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka 

Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 4 Seri D). 

 

 

 

 

 

 



 

    MEMUTUSKAN :  

 

 

Menetapkan 

 

 

: 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATALAKSANA SISTEM 

KOORDINASI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

KEAMANAN PANGAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT. 

 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :  

 

 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 

 

 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. 

 

 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 

 

 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, 

Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

UKM dan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. 

 

 5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air 

baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan 

dan minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, 

bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapkan pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. 

 

 6. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat 

untuk mendapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. 

 

 7. Persyaratan keamanan pangan adalah standar ketentuan-ketentuan lain yang 

harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya 

baik kemungkinan bahaya karena cemaran biologis, kimia dan benda 

lainnya. 

 

 8. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada produsen atau pelaku usaha 

pangan guna peningkatan mutu dan keamanan pangan. 

 

 9. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat 

mata, pengujian, penelitian dan survei terhadap mutu dan keamanan pangan, 

guna memastikan kesesuaian standar mutu yang ditetapkan. 

 

 10. Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah pangan yang berasal dari tumbuhan 

yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan 

atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. 

 

 11. Pangan Segar Asal Hewan adalah pangan yang berasal dari hewan yang 

belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau 

yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. 



 

 12. Pangan Segar Asal Perikanan adalah pangan yang berasal dari perikanan 

baik perikanan laut maupun perikanan darat yang belum mengalami 

pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi 

bahan baku pengolahan pangan. 

 

 13. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 

metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 

 

 14. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan 

siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha. 

 

 15. Produsen pangan pangan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan atau 

proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, 

mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. 

 

 16. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau 

lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyediaan masukan produksi, 

proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. 

 

 17. Peredaran Pangan setiap kegiatan atau serangkaian dalam rangka 

penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. 

 

 18. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah produk pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan 

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 

 

 19. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan 

gizi pangan. 

 

 20. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus 

diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan 

pendistribusian untuk menghasilkan hasil pangan yang bermutu dan aman 

bagi kesehatan manusia. 

 

 21. Survailen adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara 

sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara faliditas pertanyaan 

kesesuaian. 

 

 22. Supervisi adalah kegiatan pengendalian dan pembinaan dalam rangka 

perbaikan dan/atau peningkatan mutu dan keamanan suatu produk pangan. 

 

 23. Registrasi adalah pencatatan atau pendaftaran suatu produk pangan ke 

institusi yang berwenang. 

 

 24. Sertifikasi adalah suatu proses atau prosedur pensertifikatan dalam rangka 

memberikan jaminan mutu dan keamanan terhadap suatu produk pangan 

setelah melalui serangkaian proses uji kelayakan sesuai dengan standar atau 

ketentuan yang berlaku. 

 

 25. Analisis resiko adalah penilaian terhadap kemungkinan/potensi timbulnya 

pengaruh buruk yang disebabkan oleh bahaya pada makanan dan tingkat 

keparahan dari pengaruh buruk tersebut terhadap kesehatan manusia. 

 

 

 



 

 26. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, 

pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, 

dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam 

verifikasi. 

 

 27. Laboratorium Uji adalah laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh 

Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

 

 28. Tim Koordinasi Keamanan Pangan adalah forum kerjasama antar instansi 

terkait dan koordinasi sinergis program/kegiatan keamanan pangan sesuai 

tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan Sistem Keamanan Pangan 

Terpadu di Kabupaten Bangka Barat. 

 

 29. Tatalaksana adalah seperangkat cara/proses yang diberlakukan dalam 

pelaksanaan sistem koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan keamanan 

pangan di Kabupaten Bangka Barat. 

 

 30. Sistem Koordinasi adalah suatu kesepakatan bersama dalam rangka 

kerjasama antara badan, instansi dan/atau stakeholder dalam pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Bangka Barat 

sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi 

dalam pencapaian tujuan bersama. 

                                               

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 
 Ruang lingkup tatalaksana sistem koordinasi keamanan pangan di Kabupaten 

Bangka Barat meliputi : 

1. maksud dan tujuan; 

2. tatalaksana sistem koordinasi; 

3. pembinaan dan pengawasan;  

4. kerjasama; 

5. pembiayaan; 

6. sanksi; dan 

7. ketentuan peralihan. 

  

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 3 

 Maksud disusunnya peraturan bupati tentang tatalaksana sistem koordinasi dalam 

pembinaan dan pengawasan keamanan pangan adalah untuk : 

 a. Memadukan langkah-langkah strategis semua SKPD terkait dan stakeholder 

lainnya untuk meningkatkan keamanan pangan; 

 b. Meningkatkan keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan agar aman 

dikonsumsi masyarakat. 

  

Pasal 4 

 Tujuan disusunnya peraturan bupati tentang tatalaksana sistem koordinasi dalam 

pembinaan dan pengawasan keamanan pangan adalah untuk : 

 

 

a. Terlaksananya koordinasi yang efektif dalam memadukan dan melakukan 

langkah strategik dari semua SKPD dan stakeholder terkait dalam melakukan 

pembinaan dan pengawasan keamanan pangan secara menyeluruh di sepanjang 

rantai pangan; 



 

 b. Tersedianya gambaran utuh, faktual dan aktual tentang kondisi keamanan 

pangan di Kabupaten Bangka Barat sehingga dapat digunakan dalam 

pengambilan kebijakan-kebijakan terkait dengan keamanan pangan; 

 c. Terbentuknya kelembagaan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan 

keamanan pangan. 

  

BAB IV 

TATALAKSANA SISTEM KOORDINASI  

 

Pasal 5 
 (1) Sistem koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan 

dilaksanakan oleh instansi terkait yang menangani pangan dalam arti luas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(2) Pelaksanaan sistem koordinasi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan serta pelaporan keamanan pangan di Kabupaten 

Bangka Barat. 

 

(3) Untuk penyelenggaraan sistem koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan 

keamanan pangan, akan dibentuk Tim Koordinasi Keamanan Pangan yang 

diketuai oleh SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan (Keamanan Pangan). 

  

Pasal 6 

 (1) Tim Koordinasi Keamanan Pangan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Menyusun rencana dan program kerja  dalam rangka pembinaan dan 

pengawasan keamanan pangan yang menjadi tugas dan fungsinya pada 

SKPD masing-masing; 

b. Menghimpun informasi data keamanan pangan terkait tugas dan fungsinya 

pada SKPD masing-masing yang meliputi data inspeksi, surveilen, riset 

keamanan pangan (jika tersedia) dan sebagainya dalam rangka penentuan 

tingkat resiko berdasarkan data-data ilmiah; 

c. Menghimpun informasi dalam proses dan penerapan kebijakan dengan 

mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait dan untuk melindungi 

kesehatan konsumen (meliputi standardisasi pangan, inspeksi dan sertifikasi 

pangan, pengujian pangan/laboratorium, serta distribusi pangan dalam 

daerah); 

d. Melaksanakan penyebaran dan pertukaran informasi dalam pelaksanaan 

promosi (poster, brosur, dan sebagainya), kegiatan pendidikan, pelatihan, 

penyuluhan keamanan pangan, serta pengawasan keamanan pangan; 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi 

Keamanan Pangan Kabupaten Bangka Barat. 

 

 (2) Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi, Tim Koordinasi Keamanan Pangan 

mengadakan rapat berkala sekurang-kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan 

atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membahas laporan pelaksanaan 

tugasnya. 

  

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 7 

 (1) Untuk menghasilkan pangan yang aman untuk dikonsumsi, instansi terkait 

melakukan pembinaan kepada produsen atau pelaku usaha  sesuai tugas dan 

fungsinya serta kewenangannya. 



 

(2) Pembinaan terhadap produsen pangan segar asal tumbuhan dilaksanakan oleh 

SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan/Keamanan Pangan. 

 

(3) Pembinaan terhadap produsen pangan segar asal hewan dilaksanakan oleh 

SKPD yang membidangi Peternakan. 

(4) Pembinaan terhadap produsen pangan segar asal perkebunan dilaksanakan 

oleh SKPD yang membidangi Perkebunan. 

 

(5) Pembinaan terhadap produsen pangan segar asal ikan dilaksanakan oleh SKPD 

yang membidangi Perikanan. 

 

(6) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh SKPD yang 

membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. 

 

(7) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga 

pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Kesehatan. 

  

Pasal 8 

 (1) SKPD terkait sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya melakukan 

pengawasan pengendalian mutu dan keamanan pangan melalui pemantauan, 

supervisi dan evaluasi dengan pembagian tugas dan kewenangan sebagai 

berikut : 

a. Untuk pangan segar hasil pertanian, pelaksanaan pengawasan meliputi : 

pemantauan, supervisi, registrasi dan atau sertifikasi, serta evaluasi, 

dilakukan oleh SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan/Keamanan 

Pangan; 

b. untuk pangan segar asal hewan, pengawasan pelaksanaan meliputi : 

pemantauan, supervisi, registrasi dan atau sertifikasi, serta evaluasi 

dilakukan oleh SKPD yang membidangi Peternakan;  

c. untuk pangan segar asal perkebunan, pengawasan pelaksanaan meliputi : 

pemantauan, supervisi, registrasi dan atau sertifikasi, serta evaluasi 

dilakukan oleh SKPD yang membidangi Perkebunan; 

d. untuk pangan segar asal perikanan, pelaksanaan pengawasan meliputi : 

pemantauan, supervisi, registrasi dan atau sertifikasi, serta evaluasi 

dilakukan oleh SKPD yang membidangi Perikanan; 

e. Untuk pangan olahan, siap saji dan industri rumah tangga, pelaksanaan 

pengawasan meliputi : pemantauan, supervisi, registrasi dan atau 

sertifikasi, dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kesehatan serta SKPD 

yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing. 

 

 (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala. 

 

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala 

SKPD. 

  

Pasal 9 

 (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 

sekaligus dapat melakukan pengujian mutu dan keamanan  pangan dengan cara 

mengambil sampel atau contoh komoditas pangan yang ada baik di tingkat 

produsen/pelaku usaha maupun di sentra distribusi pangan. 

 

 (2) Pengujian mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat dilakukan melalui uji cepat dengan menggunakan Rapid Test Kit dan 

dapat pula dilakukan melalui uji lanjutan pada laboratorium yang telah 

terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasioanl (KAN). 



 

 Pasal 10 

 (1) Hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD terkait dievalusai oleh 

Tim Koordinasi Keamanan Pangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 

pengendalian mutu dan keamanan pangan. 

 (2) Hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan, selanjutnya 

dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

  

 

BAB VI 

KERJASAMA 

 

Pasal 11 

 (1) Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan, masing-masing SKPD 

terkait dapat melakukan kerjasama dengan Laboratorium Uji, Institusi 

Akademisi, Pemerintah Daerah lain, dan pelaku usaha. 

 

 (2) Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Tim Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Keamanan Pangan juga dapat melakukan kerjasama dengan 

instansi vertikal seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan 

Karantina Pertanian, Kepolisian dan lain-lain. 

 

 (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  

 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 12 
 Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan 

pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Bangka Barat dan sumber lain yang tidak mengikat. 

  

 

BAB VIII 

SANKSI 

 

Pasal 13 
 Jika dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan ditemukan pangan yang 

tidak memenuhi standar keamanan pangan, maka dapat diambil tindakan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 14 
 1. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini 

diatur oleh Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Ketahanan 

Pangan/Keamanan Pangan sebagai Ketua Tim Koordinasi Keamanan Pangan 

Kabupaten. 

 

 2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan 

lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Keamanan Pangan Kabupaten. 

  

 



 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat. 

   

   

 

 

 

   Ditetapkan di Muntok 

   Pada Tanggal       22      Juni 2016 

     

   BUPATI BANGKA BARAT, 

 

dto 

 

 

   H. PARHAN ALI 

     

Diundangkan di Muntok    

Pada tanggal      22    Juni 2016    

    

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA BARAT, 

 

 

dto 

 

YANUAR 

  

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 

BANGKA BARAT 

Nomor :  29 Tahun 2016         

Tanggal :   22 Juni2016 

Tentang : Tatalaksana Sistem Koordinasi 

Dalam Pembinaan dan Pengawasan 

Keamanan Pangan Kabupaten 

Bangka Barat 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEAMANAN PANGAN 

KABUPATEN BANGKA BARAT 

 

NO. NAMA/INSTANSI 
JMLH 

(ORG) 

KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 2 3 4 

1. Bupati Bangka Barat 1 Pengarah 

2. Wakil Bupati Bangka Barat 1 Pengarah 

3. Sekretaris Daerah 1 Penanggungjawab 

4. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan 

1 Ketua 

5. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan 

1 Wakil Ketua 

6. Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan 

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 

1 Sekretaris 

7. Kabid. Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan 

Peternakan 

1 Anggota 

8. Kabid. Pemberantasan penyakit dan penyehatan 

lingkungan Dinas Kesehatan 

1 Anggota 

9. Kabid. Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

1 Anggota 

10. Kabid. Perdagangan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

1 Anggota 

11 Kasubbid. Konsumsi dan Mutu Pangan Badan 

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan  

1 Anggota 

12. Pengawas Mutu Hasil Pertanian 7 Anggota 

13. PPNS Perlindungan Konsumen 1 Anggota 

14. Inspektur Pangan 2 Anggota 

 

 

 BUPATI BANGKA BARAT, 

dto 

 

H. PARHAN ALI 


